
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
TAHUN 2017 NOMOR 14 

 
 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 
NOMOR 14 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAY KANAN, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pengawasan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan sebagai pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan, dipandang   perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan atau 
Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 
struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana 
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Pelaporan Atau 
Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2.Undang..... 



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3825); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana  telah diubah beberapa  kali   terakhir  

dengan..... 



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Way KananNomor 
136);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138); 

 

 

17.Peraturan..... 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nomor 140); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan  Nomor 142); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan  Nomor 159); 

20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan 
(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 
Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 (Berita 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 
31); 

21. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 
31); 

Memperhatikan : 1. Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 
636/KMK-04/1997 tentang Tata Cara Pelaporan 
atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan 
atau Bangunan; 

2. Keputusan Bersama Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor SKB: 2 Tahun 1998 
dan KEP-179/PJ/1998 tentang Laporan Bulanan 
Pembuatan Akta Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan 
Bulanan Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN..... 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PELAPORAN ATAU 
PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan yang ada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi: 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan. 

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan. 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Way Kanan. 

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Way Kanan. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Way Kanan. 

7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 
Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. 

8. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan 
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

9. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, 
termasuk hak atas pengelolaan, beserta bangunan diatasnya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainya. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, 
yang mempunyai hak atau kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 

11.Badan..... 



11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, 
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang 
sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 

12. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang 
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan. 

13. Kantor Pertanahan Kabupaten adalah Kantor Pertanahan 
Kabupaten Way Kanan. 

14. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

15. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Way Kanan. 

16. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit 
kerja SKPD. 

17. Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang 
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 

18. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan 
hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini 
dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, 
surat waris dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum. 

19. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya 
sisingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data Perolehan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

20. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

2.Ketentuan..... 



2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi tercantum pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Way Kanan.  
 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal   5 Januari 2017 

 
BUPATI WAY KANAN, 

 
Dto, 

 
RADEN ADIPATI SURYA 

 
Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal       5 Januari 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 
 
                                      Dto, 
 
                          BUSTAM HADORI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disalin sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH. 

Penata Tk. I/III.d 
NIP. 19750926 200212 1 003 



 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 
NOMOR  14 TAHUN 2017  

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIKELUARKAN OLEH 
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN 

TAHUN 2017 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
TAHUN 2017 NOMOR 14 


